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DESTRI KRISTIANTI PARUBANG (B11112363), Tinjauan Hukum 
Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai 
Praktik Dagang yang Tidak Sehat (Unfair Trade Practices) Bagi 
Negara Importir. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai 
Pembimbing I dan Laode Abdul Gani sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan 
akibat dari praktik dumping bagi negara importir dan upaya 
penanggulangan yang dapat dilakukan oleh negara importir terhadap 
dampak dari praktik dumping. Penelitian ini dilakukan di Komite Anti 
Dumping Indonesia (KADI) untuk memperoleh data primer melalui teknik 
wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 
kepustakaan (library research). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 
Praktik dumping dapat dikatakan sebagai praktik dagang yang tidak sehat 
ketika memberikan dampak yaitu berupa kerugian (injury). Kerugian 
(injury) yang dimaksud ialah kerugian secara material yang dialami oleh 
negara importir. 2) Melalui Anti Dumping Agreement (ADA), WTO 
memperkenankan anggotanya untuk membuat aturan nasionalnya sesuai 
dengan ADA dalam rangka penanggulangan praktik dumping. Terhadap 
eksportir yang terbukti melakukan praktik dumping, maka negara importir 








DESTRI KRISTIANTI PARUBANG (B11112363), International Law 
Review of the Impact of Dumping Practices as Unfair Trade Practices 
for Importing Country. Advised by Juajir Sumardi as the first advisor and 
Laode Abdul Gani as the second advisor. 
This research aims to know the impact of dumping practices for 
importing country and prevention effort by importing country to the impact 
of dumping practices. This research was conducted in Indonesia Anti 
Dumping Committee to obtain primary data through interview techniques. 
This research also used library research method. 
The results of this research are: 1) Dumping practice can be 
regarded as unfair trade practices when giving impact that indicated as an 
injury. The injury mean that the material injury suffered by importing 
country. 2) Through Anti Dumping Agreement (ADA), WTO allows 
members to create its national rules according to ADA in order prevention 
of dumping. The exporters who have proven to do dumping practice, 
importing country has right to impose sanction that is anti dumping duties. 
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BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kajian Hukum Ekonomi Internasional (selanjutnya disingkat “HEI”)  
dewasa ini semakin penting dan menjadi salah satu cabang ilmu yang 
paling progresif perkembangannya dibandingkan dengan bidang-bidang 
hukum lain. Peranannya pun sekarang ini bahkan semakin sentral seiring 
dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat.1 Pendefinisian HEI dewasa 
ini belum ada kesepakatan oleh sarjana-sarjana HEI karena sangat 
luasnya ruang lingkup serta subyek-subyek HEI, meskipun untuk terakhir 
ini sudah diakui bahwa negaralah sebagai subyek HEI yang terpenting.2  
Dalam HEI, dikenal istilah hukum perdagangan internasional yang 
merupakan bagian dari hukum ekonomi atau hukum bisnis. Perdagangan 
internasional juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini 
terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, 
dan tenaga kerja antarnegara.3 Salah satu kegiatan perdagangan 
internasional ialah kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari 
oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri 
karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Negara-
                                                          
1 Huala Adolf, 2010, Hukum Ekonomi Internasional (suatu pengantar cetakan ke-
5), Bandung: Keni Media, hlm. 1 
2 Ibid., hlm. 5 
3 Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: 
RajaGrafindo, hlm. 1 
2 
negara menjadi saling membutuhkan didasari oleh adanya berbagai 
macam karakteristik yang berbeda dimiliki oleh setiap negara, baik dari 
segi sumber daya alamnya, iklim, letak geografis, struktur sosial hingga 
struktur ekonomi. Sehingga, negara-negara tersebut menghasilkan 
komoditi yang berbeda-beda, sedangkan disisi lain negara-negara 
tersebut memiliki kebutuhan yang tidak dihasilkan atau tidak dapat 
dihasilkan oleh negaranya. Untuk mengatasi hal itu, setiap negara akan 
bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga 
terjadilah perdagangan internasional. Dalam mendukung terlaksananya 
perdagangan internasional ini, maka suatu instrumen hukum diperlukan 
dalam bentuk peraturan-peraturan seperti hukum perdagangan 
internasional (international trade law). 
Pengertian perdagangan internasional merupakan perdagangan dari 
suatu Negara ke lain negara di luar perbatasan negara yang meliputi dua 
kegiatan pokok, yaitu: ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan 
dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 
Selain itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para 
pelaku bisnis mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat 
internasional, baik ketentuan hukum perdata internasional (private 
international law) maupun ketentuan hukum publik internasional (public 
international law).4 Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional 
dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan peraturan pihak-pihak yang 
                                                          
4 Ibid., hlm. 18 
3 
terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar bangsa-
bangsa.5 
Berbicara mengenai tujuan hukum perdagangan internasional 
sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade, 1947)6 yang termuat dalam Preambulnya. Tujuan 
tersebut adalah:7 
1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan 
menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik 
perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan 
menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan 
bagi pembangunan ekonomi semua negara. 
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia. 
4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja. 
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan 
sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan 
kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi 
semua negara. 
                                                          
5 Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, Bandung: RajaGrafindo, 
hlm. 8. Selengkapnya Huala Adolf menulis sebagai berikut : Hukum perdagangan 
internasional menurut definisi Sanson “can be defined as the regulation of 
conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology 
between nations”.; lihat pula M. Sanson, 2002, Essentials International Trade 
Law, Sydney: Cavendish, hlm. 3 
6 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm  Diakses pada  
Rabu 28 Oktober 2015, 10.30 WITA  
7 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 21 
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6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan 
meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. 
Pada intinya, tujuan pokok GATT yaitu menciptakan liberalisasi 
perdagangan internasional. Dengan liberalisasi perdagangan internasional 
diharapkan perdagangan dunia akan terus berkembang dan selanjutnya 
kemakmuran optimal seluruh masyarakat dunia akan dicapai.8 Namun, hal 
lain yang perlu dipikirkan sebagai implikasi dari liberalisasii perdagangan 
(globalisasi ekonomi) ialah persaingan usaha semakin kompetitif dan pada 
akhirnya dapat menjadi sebuah persaingan tidak sehat. 
Dalam hubungan perdagangan internasional, perdagangan yang 
jujur dan fair merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh 
diabaikan. Namun, dewasa ini masalah-masalah yang terjadi dalam 
perdagangan internasional justru terkait dengan pelanggaran sebuah 
prinsip kejujuran dan fair. Hal ini diakibatkan karena perkembangan 
perdagangan internasional yang semakin kompetitif dan mendorong 
setiap negara atau pelaku usaha dari suatu negara agar dapat bersaing di 
pasar global melalui dukungan terhadap ekspor. Salah satu cara agar 
dapat bersaing dalam pasar global adalah mengekspor produk-produk 
yang berkualitas dengan harga yang bersaing (bahkan kadang-kadang 
lebih murah) daripada produk-produk yang sama di negara impotir (dalam 
pasaran domestik). Jika hal yang demikian terjadi tentunya dapat 
                                                          
8 Yulianto Syahyu, 2004, Hukum Antidumping di Indonesia, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 24 
5 
merugikan industri-industri pada produk yang sama di negara importir. 
Negara atau pelaku usaha akan terus melakukan berbagai macam cara 
agar terus bisa bersaing hingga menguasai pasar global dan berujung 
pada tindakan yang mengakibatkan terjadinya praktik dagang yang tidak 
sehat (unfair trade practices). 
Praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade practices) adalah 
praktik perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan 
apapun, menyuplai barang atau jasa dengan menggunakan metode yang 
tidak adil.9 
Salah satu praktik yang dikenal sebagai unfair trade practices adalah 
praktik dumping. Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh 
eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga 
kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di 
negerinya sendiri. Praktik dumping dinilai tidak adil karena dapat merusak 
pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara importir.10 Dalam 
konteks hukum perdagangan internasional, praktik dumping merupakan 
suatu bentuk diskriminasi harga internasional.11 Praktik ini dilarang karena 
dapat menyebabkan kerugian atau dapat mengganggu pembentukan 
                                                          
9 Advocate Khoj, Indian Academy of Law and Management 
http://www.advocatekhoj.com/library/lawareas/mono/tradepractice.php?Title=Mon
opolistic%20and%20Restrictive%20Trade%20Practice&STitle=What%20is%20U
nfair%20Trade%20Practice Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015, 10.28 WITA 
10 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 115. 
11 Lihat Daniel J. Gifford & Robert T. Kudrle, 2010, The Law and Economics of 
Price Discrimination in Modern Economies: Time for Reconciliation, Volume 43, 
hlm. 1239; Muhammad Sood, op.cit., hlm. 116 
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industri domestik pada negara tujuan ekspor.12 Oleh karena dampak 
negatif dari tindakan dumping tersebut, maka disusunlah suatu langkah 
untuk menanggulanginya yaitu kebijakan anti dumping. Kebijakan ini 
dibuat dalam bentuk agreement atau code yang merupakan penjabaran 
dari Pasal VI GATT. Anti dumping pada kenyataannya tidak selalu 
diberlakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi sering dipergunakan 
sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestiknya13 atau dapat 
disebut sebagai proteksi terselubung. Sebagai contohnya yaitu kasus 
beberapa produsen Australia yang menjatuhkan tuduhan dumping 
terhadap ekspor alat-alat tulis Indonesia. Atas tuduhan tersebut 
Pemerintah Australia memberlakukan larangan impor sementara terhadap 
barang tersebut.14 
Namun, tidak semua dumping memberikan dampak terhadap negara 
tujuan ekspor (negara importir). Pengenaan bea masuk anti dumping 
dibolehkan jika akibat dumping tersebut terdapat dampak (injury). Oleh 
karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai 
bagaimana dan seperti apa dampak yang ditimbulkan dari praktik dumping 
itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi negara importir dan 
bagaimana praktik-praktik negara terhadap dumping. 
                                                          
12 Muhajir La Djanudin, 2013, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar 
Negara, Lex Administratum, Volume 1, No. 2, hlm. 124  
13 Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional 
Dalam Transaksi Bisnis Internasional Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 
hlm. 10 
14 Ella Apryani dkk, 2014, Dumping dan Anti-Dumping Sebagai Bentuk Unfair 
Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional, Kertha Negara, Volume 2, No. 
3, hlm. 2 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah ialah: 
1. Bagaimana dampak dari praktik dumping bagi negara importir? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh 
negara importir terhadap dampak dari praktik dumping? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dampak dari praktik dumping bagi negara 
importir. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan negara importir terhadap 
dampak dari praktik dumping. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat  bagi masyarakat, 
kaum akademis, dan terkhusus penulis tentang dampak dari praktik 
dumping. 
2. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi dalam mengetahui 









A. Sumber dan Subjek Hukum Perdagangan Internasional 
1. Sumber Hukum Perdagangan Internasional 
a. Perjanjian Internasional15 
Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber 
hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional 
terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, 
regional dan bilateral. 
Perjanjian internasional atau multilateral adalah 
kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) 
dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa 
perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan 
perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. 
Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang 
perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang 
tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya 
perjanjian pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia 
Tenggara. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian 
tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk 
                                                          
15 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 76 
9 
dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan 
pajak berganda.16 
b. Hukum Kebiasaan Internasional 
Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber 
hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para 
pedagang (the law of the merchants). Ketentuan lex mercatoria 
dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaaan-kebiasaan 
yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak 
perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul 
kontrak standar, atau kontrak-kontrak dibidang pengangkutan.17 
c. Prinsip-prinsip Hukum Umum 
Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum 
perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi 
jawaban atas sesuatu persoalan. Beberapa contoh dari prinsip-
prinsip hukum umum ini antara lain; prinsip itikad baik, prinsip 
pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi.18 
d. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin 
Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan 
internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti 
yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi, ada 
semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan 
                                                          
16 Ibid., hlm. 77 
17 Ibid., hlm. 87 
18 Ibid., hlm. 89 
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pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan 
pengadilan sebelumnya.19 
e. Kontrak 
Sumber hukum perdagangan internasional yang 
sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah 
perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. 
Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai 
sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan 
acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka 
dalam perdagangan internasional.20 
f. Hukum Nasional 
Signifikasi hukum nasional sebagai sumber hukum 
perdagangan internasional tampak dalam urian mengenai 
kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul 
sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian, 
pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul 
pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang 
akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.21 
2. Subjek Hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional 
a. Negara 
                                                          
19 Ibid., hlm. 90 
20 Ibid., hlm. 91-92 
21 Ibid., hlm. 93 
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Negara merupakan subjek hukum terpenting dan yang 
paling sempurna dalam hukum perdagangan internasional. 
Negara satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. 
Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk 
menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan 
keluar dari wilayahnya.22 
b. Organisasi Perdagangan Internasional 
Organisasi perdagangan internasional terbagi atas dua, 
yaitu organisasi internasional antar pemerintah (publik) dan 
organisasi internasional non pemerintah. Dari segi hukum 
perdagangan internasional, organisasi lebih banyak bergerak 
sebagai regulator. Contoh organisasi publik adalah UNCITRAL 
(United Nations Commission on International Trade Law) yang 
berperan cukup penting dalam perkembangan hukum 
perdagangan internasional.23 
c. Individu 
Individu biasanya dipandang sebagai subjek hukum 
dengan sifat hukum perdata. Subjek hukum lainnya yang 
termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional 
dan bank. Perusahaan multinasional tidak boleh campur tangan 
terhadap masalah-masalah dalam negeri suatu negara. 
                                                          
22 Ibid., hlm. 58 
23 Ibid., hlm. 64 
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Sedangkan bank tunduk pada hukum nasional dimana bank 
tersebut didirikan.24 
 
B. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade 
Organization (WTO) 
1. Sejarah GATT/WTO 
Setelah Perang Dunia II, negara-negara di dunia mulai 
bangkit dan berusaha menata kembali perekonomiannya, baik 
dalam bidang keuangan maupun perdagangan. Hal ini 
ditunjukkan dengan dilakukannya pertemuan di Jenewa tahun 
1947 untuk menyelenggarakan suatu perundingan dalam bidang 
perdagangan. Perundingan tersebut menghasilkan suatu 
Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General 
Agreement on Tariffs and Trade/GATT).25 Dalam perundingan 
tersebut, juga negara-negara anggota berupaya mendirikan 
suatu organisasi internasional di bidang perdagangan, yaitu 
International Trade Organization (ITO).26 Pada tahun 1947-1948, 
diadakan pertemuan penting lainnya di Havana untuk membahas 
Piagam ITO (Piagam Havana). Namun, sampai dengan 
pertengahan tahun 1950-an, negara-negara peserta menemui 
kesulitan dalam meratifikasinya karena Amerika Serikat, pelaku 
                                                          
24 Ibid., hlm 68-72 
25 Ibid., hlm. 53 
26 Ibid., hlm. 57 
13 
utama dalam perdagangan, menyatakan  bahwa tidak akan 
meratifikasinya. Sejak itu pulalah ITO secara efektif menjadi tidak 
berfungsi sama sekali,27 dan GATT menjadi satu-satunya 
lembaga yang beroperasi sebagai organisasi internasional yang 
mengatur perdagangan internasional.28 Sejak berdirinya tahun 
1947, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan-
perundingan (rounds) pokok dan bertujuan untuk mempercepat 
liberalisasi perdagangan internasional.29 Pada perundingan 
putaran Uruguay (Uruguay Round) tahun 1986-1994, merupakan 
putaran terakhir dan terpanjang hingga  dibentuklah World Trade 
Organization (WTO) tahun 199430 dan sebuah perangkat 
perjanjian-perjanjian baru. WTO adalah sebuah forum bagi 
pemerintah untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan. 
Organisasi ini juga merupakan tempat untuk menyelesaikan 
perselisihan dalam perdagangan. Pada dasarnya, WTO adalah 
tempat dimana negara anggota mencoba untuk memilah 
masalah perdagangan yang mereka hadapi dengan satu sama 
lain.31 WTO memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri 
sendiri dan terlepas dari badan kekhususan Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB). Pembentukan WTO ini merupakan 
                                                          
27 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 105-106 
28 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 59 
29 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 99 
30 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm Diakses pada 
tanggal 6 November 2015, 22:10 WITA; Muhammad Sood, op.cit., hlm. 66 
31 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm  
Diakses pada tanggal 7 November 2015, 12:52 WITA 
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realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu 
merundingkan GATT pertama kali (1948). Struktur WTO akan 
dikepalai oleh suatu badan tertinggi yang disebut Konferensi 
Tingkat Menteri (Ministerial Conference). Badan ini akan 
bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Badan ini terdiri 
dari para perwakilan dari semua anggota WTO.  
Perubahan dari GATT ke WTO berdampak luas pada 
bidang hukum perdagangan internasional karena bidang 
pengaturan yang tercakup dalam WTO sekarang ini adalah 
kompleks. WTO tidak lagi mengatur tarif dan barang, tetapi juga 
mengatur jasa, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, 
lingkungan, dan lain-lain. 
 
2. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional Dalam 
GATT/WTO 
Adapun prinsip-prinsip hukum dari perdagangan 
internasional yang diatur dalam GATT/WTO, meliputi: 
a. Prinsip Non-diskriminasi (Non-Discrimination Principle) 
Prinsip ini meliputi: Prinsip Most Favoured Nation (MFN 
Principle) dan Prinsip National Treadment (NT Principle). 
1) Prinsip Most Favoured Nation (MFN Principle) 
Prinsip ini diatur dalam Article 1 section (1) GATT 
1947, yang berjudul General Favoured Nation Treatment, 
15 
merupakan prinsip Non Diskriminasi terhadap produk 
sesama negara-negara anggota WTO. Menurut prinsip ini, 
semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-
negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan 
dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-
biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus 
dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk 
yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota 
GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan 
perlakuan istimewa kepada negara lainnya.32 
2) Prinsip National Treatment (NT) 
Prinsip ini yang diatur dalam Article III GATT 194733, 
tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam 
negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya 
apabila ada suatu produk impor telah memasuki wilayah 
suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus 
mendapat perlakuan yang sama seperti halnya perlakuan 
pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.34 
Unsur-unsur penting yang terkandung dalam Prinsip National 
Treatment adalah:35 
                                                          
32 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 42 
33 Article 3, General Agreement on Tariffs and Trade 1947 
34 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 43 
35Ibid., hlm. 44, lihat juga Mahmul Siregar, 2005, Perdagangan International dan 
Penanaman Modal, sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 67-
68. 
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- Adanya kepentingan lebih dari suatu negara. 
- Kepentingan tersebut terletak diwilayah yurisdiksi suatu 
negara. 
- negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang 
sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun 
kepentingan negara lain yang berada diwilayahnya. 
- Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan 
bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan negara lain. 
Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan 
harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak 
terjadi perlakuan yang diskriminatif antara produk domestik 
dan produk impor, artinya kedua produk tersebut harus 
mendapatkan perlakuan yang sama.36 
b. Prinsip Resiprositas (Reciprositas Principle) 
Prinsip Resiprositas (Reciprositas Principle) yang diatur 
dalam Article II GATT 1947, mensyaratkan adanya perlakuan 
timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam 
kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya apabila 
suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan 
internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor 
dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut 
wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara 
                                                          
36 Ibid., hlm. 44-45 
17 
yang pertama tadi. Dengan demikian, pada akhirnya 
diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil 
perdagangan internasional yang lancar dan bebas.37 
c. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (Prohibition of 
Quantitative Restriction) 
Prinsip ini telah diatur dalam Article IX GATT 1947, 
menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan 
kuantitatif dalam perdagangan internasional. Kategori dalam 
hambatan kuantitatif ini ialah kuota dan pembatasan ekspor 
secara sukarela bukan tarif atau bea masuk. Menyadari bahwa 
kuota cenderung tidak adil, dan dalam praktiknya justru 
menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif 
lainnya. Prinsip ini sering kali disebut sebagai ratifikasi 
hambatan perdagangan.38 
d. Prinsip Perdagangan yang Adil (Fairness Principle) 
Prinsip fairness dalam perdagangan internasional yang 
melarang Dumping,39 dimaksudkan agar jangan sampai terjadi 
suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan 
melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan dipihak lain, 
kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi 
negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip 
                                                          
37 Ibid., hlm. 45 
38 Ibid., hlm. 46 
39 Article VI, GATT 1947 
18 
fairness ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik 
persaingan curang. Oleh karena dumping dinilai sebagai praktik 
yang tidak adil, maka WTO menentukan bahwa, apabila suatu 
negara terbukti melakukan praktik tersebut, maka negara 
importir yang dirugikan mempunyai hak untuk menjatuhkan 
sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang 
disebut dengan “bea masuk anti dumping”.40  
e. Prinsip Tarif Mengikat (Binding Tariff Principle) 
Prinsip ini diatur dalam Article II Section (2) GATT-WTO 
1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi 
berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya. 
Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif 
oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat 
ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap 
industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk).41 
 
3. Dasar Hukum Mengenai Dumping dalam GATT/WTO 
Masalah dumping sudah sejak lama dikenal dan dibahas 
oleh para ahli hukum dan ahli ekonomi. Persoalan dumping 
adalah persoalan kebijaksanaan. Pada tahun 1991 telah terjadi 
debat di Kongres Amerika Serikat. Dalam debat tersebut, 
Alexander Hamilton memperingatkan tentang negara luar yang 
                                                          
40 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 47 
41 Ibid., hlm. 48 
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melakukan dumping, agar pesaing-pesaing yang menjual lebih 
murah di negara lain hingga menggagalkan usaha-usaha untuk 
memperkenalkan bisnisnya ke negara lain, perlu dituntut ganti 
kerugian yang besar kepada pemerintah negara seperti itu. Hal 
ini membuat Amerika mengeluarkan undang-undang untuk 
menangkal dumping dengan penerapan-penerapan kewajiban-
kewajiban anti dumping.42 
GATT telah memperhatikan praktik dumping yang terlihat 
pada Article VI yang mengizinkan negara-negara peserta GATT 
untuk menerapkan sanksi anti dumping terhadap negara yang 
melakukan dumping. Article VI mengatur anti dumping dan bea 
masuk tambahan.43 Selanjutnya, dalam rangka 
mengimplementasikan penafsiran Article VI tersebut, maka 
dalam Putaran Tokyo disepakati Antidumping Code (1979) oleh 
22 negara. Kemudian dengan disepakatinya hasil perundingan 
Putaran Uruguay tahun 1994,  Antidumping Code (1979) diganti 
dengan Antidumping Code (1994) yang berjudul Agreement on 
Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994 atau disebut juga Anti Dumping Agreement 
(ADA).44 Article ini berperan cukup penting dan cukup banyak 
digunakan oleh negara-negara maju terhadap produk-produk 
                                                          
42 Sukarmi, 2002, Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23 
43 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 119 
44 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 118 
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negara sedang berkembang. Negara maju menuduh negara 
sedang berkembang (tertentu) telah memasukkan barangnya ke 
pasar mereka dengan harga dumping. Article VI ini dengan tegas 
memberikan batasan mengenai pengertian harga di bawah 
harga normal, yaitu: 
a. Lebih rendah dari harga untuk produk di negara di mana 
produk tersebut akan dikonsumsi di negara pengekspor 
(harga domesik); 
b. manakala tidak ada petunjuk mengenai harga domestik, 
maka harga normal adalah harga tertinggi untuk produk 
tersebut yang ditunjuk atau diekspor ke negara ketiga; 
atau  
c. biaya produksi untuk produk tersebut ditambah biaya 
tambahan (ongkos-ongkos) dan keuntungan yang layak. 
Apabila suatu negara menemukan bukti-bukti positif 
bahwa suatu produk tertentu adalah dumping, maka negara 
tersebut dapat mengenakan bea masuk anti dumping dan bea 
masuk tambahan atas produk tersebut.45 
Dengan demikian kriteria dumping apabila memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:46 
                                                          
45 Huala Adolf, 2004, op.cit., hlm. 119-120 
46 Suci Hartati, 2010, Antidumping dalam Konsep Hukum di Indonesia, Jurnal 
Universitas Pancasakti Tegal, No. 047. 
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a. Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan 
melakukan dumping, dijual dengan harga yang lebih 
rendah dari harga normal atau disebut dengan istilah “less 
then fair value” (LTFV).47 
b. Akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian 
secara material. 
c. Adanya hubungan (causal link) antar dumping yang 
dilakukan dengan akibat kerugian (injury) yang terjadi. 
 
C. Pengertian Dumping 
Kata dumping dalam sejarahnya selalu terkonotasi sebagai sesuatu 
yang buruk. Gabrielle Marceau menjelaskan bahwa kata dumping berasal 
dari kata kuno Icelandic yaitu “thumpa” yang berarti memukul atau 
melempar kepada seseorang. Selanjutnya “dump” diartikan sebagai depot 
amunisi.48 
Pengertian Dumping dalam kamus hukum ekonomi, dumping 
adalah praktik dagang yang dilakukan pengekspor dengan menjual 
komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang 
wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya 
sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, 
praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan 
                                                          
47 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 121 
48 Muhajir La Djanudin, op.cit., hlm. 126; lihat selengkapnya di Gabrielle 
Marceau, 1994, Antidumping and Antitrust Isuues in Free Trade Areas, 
England:Oxford. 
22 
produsen pesaing di negara importir.49 Sedangkan pengertian Dumping 
dalam Black’s Law Dictionary, dumping is the act of selling a large quantity 
of goods at less than fair value; selling goods abroad at less than the 
market price at home.50 
Pengertian dumping juga dikemukakan oleh beberapa sarjana 
hukum. Pertama, menurut Agus Brotosusilo, dumping adalah bentuk 
diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
atau Negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih 
rendah di pasar luar Negeri dibandingkan di pasar dalam Negeri dengan 
tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. 
Kedua, Muhammad Ashri memberikan pengertian bahwa dumping adalah 
suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu suatu 
produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan 
dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ke tiga.51 
Kemudian yang ketiga menurut Ralph H. Folsom dan Michael W. Gordon, 
dumping involves selling abroad at a price that is less than the price used 
to sell the same goods at home (the normal or fair value). To be unlawful, 
dumping must threaten or cause material injury to an industry in the export 
market, the market where price are lower. Dumping is recognized by most 
                                                          
49 Ibid., hlm. 117 
50 Black’s Law Dictionary, Eight Edition 
51 Muhammad Ashri, 1995, Memahami Tindakan Anti-dumping Masyarakat Eropa 
(ME), Hukum dan Pembangunan, Volume 25, No. 3, hlm. 251 
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of trading world as an unfair practice (again to price discrimination as an 
antitrust offense).52 
Di dalam Antidumping Code (1994), merumuskan definisi dumping 
yaitu sebagai berikut:53 
“for the purpose of this agreement, a product is to be considered as 
being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country 
at less than its normal value, if the export price of the product 
exported from one country to another is less than the comparable 
price, in the ordinary course of trade, for the like product when 
destined for consumption in the exporting country” 
 
D. Sejarah Praktik Dumping 
Dumping telah dikenal di akhir tahun 1800-an, pada saat itu terjadi 
perang tarif bahkan perang dagang antar negara-negara industri sehingga 
untuk melindungi industri dalam negara-negara membentuk aturan-aturan 
tentang anti dumping. Pada awalnya pengaturan mengenai anti dumping 
diketahui berkembang di negara-negara anglo saxon seperti Kanada, 
Amerika Serika dan Australia. Kanada menjadi negara pertama yang 
mengatur perihal anti dumping dalam sebuah undang-undang yang 
dikenal dengan “The Wilson Tariff Act of 1894”, di Australia dimuat dalam 
“Custom Act 1901”, selanjutnya diikuti oleh Amerika Seikat dengan “The 
Claynton Act of 1914”, “The Federal Trade Comission Act of 1914” dan 
“The Antidumping Act of 1916”. Khusus pada Amerika Serikat, karena 
ketidakmampuan peraturan-peraturan tersebut mencegah praktik dumping 
                                                          
52 Muhammad Sood, op.cit., hlm. 116 
53 Article 2, ayat 1, Agreement on Implementation of Article VI  of The General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994 . 
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maupun dalam pembuktiannya, maka peraturan-peraturan tersebut diganti 
dengan “The Antidumping Act of 1921” substansi dari peraturan tersebut 
tentang penentuan dumping, dimana suatu produk dianggap dumping 
apabila terbukti merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun 
The Antidumping Act of 1921, mengenai “actual Injury Requirement” ini 
tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja terjadi kemunduran 
perusahaan Amerika Serikat, karena kalah efisien dibanding pesaing-
pesaingnya dari negara lain. Tercatat bahwa Amerika Serikat merupakan 
negara yang paling sering menggunakan tindakan anti dumping untuk 
melindungi kepentingan industri dalam negerinya. Secara umum 
permasalahan mengenai anti dumping masih berkenaan dengan 
ambigusitas aturan-aturan yang dipahami antar negara yang pada saat itu 
terdikotomi oleh dua kepentingan besar yaitu antara negara maju dan 
negara berkembang.54 
 
E. Jenis-jenis Dumping 
Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping 
dalam tiga kategori, yaitu dumping yang bersifat sporadic (sporadic 
dumping), dumping yang menetap (persistent dumping), dan dumping 
yang bersifat merusak (predatory dumping). Di samping itu, dalam 
perkembangannya, muncul istilah diversionary dumping dan downstream 
dumping.55 
                                                          
54 Muhajir La Djanudin, op.cit., hlm. 126-127 
55 Sukarmi, op.cit., hlm. 40-42 
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1. Sporadic Dumping 
Sporadic dumping adalah dumping yang dilakukan dengan 
menjual barang pada pasar luar negeri (pasar ekspor) pada jangka 
waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri  
negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Biasanya 
produsen menjual barang untuk jangka waktu yang pendek dengan 
harga jual di bawah harga biasa, sering dimaksudkan untuk 
menghapuskan barang yang tidak diinginkan. Dumping jenis itu 
bisa menganggu pasar domestik Negara pengekspor karena 
adanya ketidakpastian dikarenakan permintaan luar negeri berubah 
secara tiba-tiba. 
Dumping jenis tersebut merupakan diskriminasi harga pada 
waktu tertentu yang dilakukan oleh produsen yang mempunyai 
keuntungan karena terjadi over produksi (karena perubahan dalam 
pasar dalam negeri yang tidak terantisipasi atau buruknya 
perencanaan produksi). Untuk mencegah penumpukan barang di 
pasar domestik, produsen menjual kelebihan produksinya tadi 
kepada pembeli luar negeri dengan harga yang telah diproduksi, 
sehingga harganya menjadi lebih rendah dari harga di dalam 
negeri. 
2. Persistent Dumping 
Persistent Dumping atau disebut juga diskriminasi harga 
internasional adalah penjualan barang pada pasar luar negeri 
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dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang 
dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan 
kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya. 
Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen barang yang 
mempunyai pasar secara monopolistik di dalam negeri dengan 
maksud untuk memaksimalkan total keuntungannya dengan 
menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam 
pasar domestiknya. 
Dumping yang menetap itu mulai muncul pada awal tahun 
1970-an. Pada tahun 1970-an sebagai bagian dari suatu kampanye 
untuk meredakan persaingan dagang dengan negara-negara lain, 
pemerintah AS menugaskan perusahaan-perusahaan di sejumlah 
negara bagian untuk melakukan dumping atas produk-produk 
mereka di pasar Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara 
penggugat utama sementara Masyarakat Eropa dan negara-negara 
industri baru atau yang biasanya disebut New Industry Company 
adalah negara-negara yang paling kerap dituduh melakukan 
dumping secara menetap. 
Dumping yang menetap itu terjadi dalam masa yang lama. 
Dumping jenis itu terjadi karena perbedaan keadaan pasar di 




3. Predatory Dumping 
Predatory dumping terjadi apabila perusahaan untuk 
sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan 
dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi itu untuk 
menghilangkan pesaing-pesaingnya dan kemudian menaikkan lagi 
harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi. Predatory 
dumping adalah dumping yang paling buruk, karena dumping itu 
dipraktikkan hanya untuk tujuan merebut keuntungan monopoli dan 
membatasi perdagangan untuk jangka waktu yang lama, meskipun 
hal itu menyebabkan kerugian jangka pendek. 
Predatory dumping untuk barang-barang manufaktur 
dipraktikkan secara luas selama terjadinya kekacauan internasional 
pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Pada saat 
sekarang, dumping jenis itu kemungkinan sudah jarang dilakukan di 
pasar-pasar modern yang bersaing. Sebuah perusahaan yang 
mencoba menghalau semua pesaingnya untuk sementara waktu 
dengan cara menurunkan harga produksinya akan segera 
mendapati bahwa kalau kemudian ia menaikkan harganya lagi, 
banyak perusahaan lain yang bermunculan sebagai pesaing-
pesaing yang memproduksi keluarnya dalam skala yang jauh lebih 




4. Diversionary Dumping 
 Diversionary Dumping adalah dumping yang dilakukan oleh 
produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar 
negara ketiga dengan harga dibawah yang adil dan barang tersebut 
nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain. 
5. Downstream Dumping 
Dumping yang dilakukan apabila produsen luar negeri 
menjual produknya dengan harga di bawah harga normal kepada 
produsen yang lain di dalam pasar dalam negerinya dan produk 
tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke 
pasar negara lain. 
 
F. Batas Harga Dumping (Margin of Dumping) 
Untuk mengetahui batas harga dumping (margin of dumping) yang 
benar, maka yang perlu ditetapkan terlebih dahulu adalah harga ekspor, 
karena perhitungan marjin dumping didasarkan atas perbedaan harga 
domestik eks-pabrik dengan harga ekspor eks-pabrik dibagi harga ekspor 
CIF (Cost Insurance and Freight).56 Dalam menetapkan baik harga normal 
maupun harga ekspor harus memenuhi ketentuan antara lain berdasarkan 
ketentuan perdagangan yang berlaku umum (in the ordinary course of 
trade). Ketentuan perdagangan yang berlaku umum (in the ordinary 
                                                          
56 CIF berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang bila barang-
barang itu melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Lihat Gunawan 
Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Transaksi Bisnis Internasional , Jakarta: 
RajaGrafindo, hlm. 139-160 
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course of trade), yaitu bahwa transaksi penjualan barang tersebut ada 
unsur profit, dijual kepada konsumen (importir) yang tidak mempunyai 
hubungan tertentu dengan eksportir (unrelated parties), atau tidak 
diperlakukan secara berbeda. Harga ekspor CIF harus ditetapkan dalam 
bentuk harga ekspor eks-pabrik. Untuk memperoleh harga ekspor eks-
pabrik, maka harga ekspor CIF harus dikurangkan dengan biaya biaya 
yang timbul mulai dari pintu pabrik ke pelabuhan tujuan ekspor. Biaya-
biaya tersebut dapat meliputi : island freight, werehousing, handling, sea 
freight dan lain lainnya.Biaya biaya tersebut dapat diperoleh dengan 
adanya bukti berupa invoice atau faktur, dan juga berdasarkan estimasi 
pasar (berdasarkan pengalaan). Bukti-bukti nyata atau estimasi tersebut 
harus dilampirkan.57 
Contoh perhitungannya: 
- Harga ekspor CIF     US $ 85/MT 
- Sea Freight      US $ 20/MT 
- Island Freight      US $ 2/MT 
Harga ekspor eks-pabrik     US $ 63/MT 
 
Dengan mengetahui harga ekspor eks-pabrik maka batas margin 
dumping dapat dihitung didasarkan atas perbedaan harga domestik eks-
pabrik dengan harga ekspor eks-pabrik dibagi harga ekspor CIF. 
                                                          
57 Dewa Gede P. Y., 2011, Perlindungan Industri Dalam Negeri dari Praktik 
Dumping, Universitas Udayana, hlm. 51-52 
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Contoh perhitungannya: 
- Harga domestik eks-pabrik (sebutkan periode) US $ 73/MT 
- Harga ekspor eks-pabrik (sebutkan periode)  US $ 63/MT 
 
Margin  US $ 10/MT. 
 
Margin Dumping (%) terhadap harga ekspor CIF adalah 
10/85 x 100% = 11.76% 
 
Teknis perhitungan margin of dumping dihitung dari selisih harga 
normal dengan harga Less Than Fair Value (LTFV) kalau mengikuti 
ketentuan dalam Article VI ayat (1) GATT 1947 adalah sebagai berikut:58 
1. Selisih antara harga normal dan harga less than fair value (LTFV) di 
pasar domestik negara tujuan ekspor.(dalam ketentuan aslinya 
berbunyi: Is less than the comparable price, in the ordinary course 
of trade, for the like product when destined for consumption in the 
exporting country, or.) 
2. Selisih antara harga normal dan harga less than fair value (LTFV) di 
pasar negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri (dalam 
ketentuan aslinya berbunyi: The highest comparable price for the 
like product for export to any third country in the ordinary of trade, 
or.) 
                                                          
58 Ibid., hlm. 53 
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3. Selisih antara harga normal dan jumlah biaya produksi, biaya-biaya 
penjualan, dan keuntungan jika tidak terdapat harga dalam negeri 
(dalam ketentuan aslinya berbunyi: The cost of production of the 
product in the country of origin plus a reasonable addition for selling 
cost and profit). 
 
G. Alasan Dilakukannya Praktik Dumping 
Dumping terjadi ketika pesaing-pesaing internasional 
mengendalikan biaya produknya kurang dari harga biasanya dalam 
rangka untuk mendorong persaingan. Pesaing-pesaing melakukannya 
untuk memonopoli pasar dalam waktu panjang. Produsen dalam negeri 
pun sulit untuk bersaing dikarenakan tidak dapat menurunkan harga.59 
Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan 
dumping:60 
1. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan 
insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, 
kepada pembeli pada pasar yang dituju.  
2.  Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan 
penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar 
ekspor maupun di dalam pasar domestik.  
                                                          
59 Robert C. Guell, 2012, Issues in Economics Today Sixth Edition, New York: 
The McGraw-Hill, hlm. 197 
60 Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., hlm. 13   
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3. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan 
jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan 





A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis memilih tiga lokasi 
penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
3. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara 
dengan narasumber atau pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari 
para ahli hukum maupun akademisi baik yang didapatkan dari konvensi, 
buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini 
kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis 
dampak dari praktik dumping dan upaya penanggulangannya yang 
dilakukan oleh negara importir. 
2. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah: 
34 
a. Hasil wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
b. Konvensi-konvensi Internasional yang berhubungan dengan 
judul skripsi ini. 
c. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
d. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi 
ini. Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi 
lainnya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang 
didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari 
internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan 
relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-
buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya 
seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs resmi yang 
relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara 
yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten 
dalam penyusunan skripsi ini.  
Teknik pengumpulan data ini digunakan untk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang 
relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana dampak yang 
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ditimbulkan dari praktik dumping dan upaya pencegahannya dalam hukum 
internasional dan nasional dari negara importir. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif dalam menganalisis data yang ada berdasarkan data primer dan 
data sekunder yang diperoleh. Data tersebut kemudian dituliskan secara 
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, sehingga tercapai tujuan-








A. Dampak Dari Praktik Dumping Bagi Negara Importir 
Praktik dumping dapat dikatakan sebagai praktik dagang yang tidak 
sehat (unfair trade practices) ketika memberikan dampak. Dampak 
tersebut ialah dampak negatif berupa kerugian secara materil atau 
kerugian yang nyata. Sehingga dalam pembahasan dari skripsi ini, yang 
dimaksudkan dengan dampak ialah adanya kerugian atau injury yang 
ditimbulkan karena tindakan dari praktik dumping tersebut. Kerugian atau 
injury telah terjadi ketika faktor-faktor ekonomi dari perusahaan negara 
importir mengalami kerugian secara materil, seperti; penurunan penjualan, 
keuntungan, pangsa pasar, produktivitas, return on investment atau 
utilisasi kapasitas, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam negeri, 
pengaruh negatif pada cash flow (arus kas), persediaan, tenaga kerja, 
upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi dan 
sebagainya. Satu atau beberapa dari gelaja tersebut jika dialami oleh 
sebuah perusahaan, sudah dapat menjadi petunjuk yang 
mengindentifikasikan adanya kerugian materil. Selanjutnya ialah 
hubungan kasualitas (causal link) atau hubungan sebab akibat yang juga 
merupakan bagian dari kriteria dumping. Penentuan hubungan kausalitas 
dalam dumping sangat diperlukan karena harus dibuktikan adanya 
hubungan antara kerugian materil yang diderita oleh suatu perusahaan 
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dengan kegiatan dumping oleh negara lain. Apakah kerugian materil 
tersebut memang disebabkan karena praktik dumping atau memang ada 
faktor lain sehingga terjadi kerugian materil tersebut, misalnya adanya 
miss-management. Hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian 
materil dapat diketahui dengan menganalisis volume impor dumping dan 
pengaruh impor dumping pada harga di pasar domestik untuk produk 
sejenis. Jika volume impor produk yang diduga dumping semakin 
meningkat, sedangkan impor lain semakin menurun. Volume impor produk 
yang diduga dumping secara langsung turut mempengaruhi berkurangnya 
penjualan pesaing di pasar.  
1. Cara Menentukan Dampak (Injury) 
Penentuan kerugian dalam GATT/WTO terdapat dalam pasal VI 
ayat (1) GATT yang memberikan kriteria umum bahwa dumping yang 
dilarang oleh GATT adalah dumping yang menimbulkan kerugian 
material baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah 
menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik.61 
Perbedaan harga yang dimkasud dalam pasal VI GATT adalah 
sebagai berikut:62 
a. Harga jual di pasar internasional (in the ordinary course of 
tradeI) lebih rendah daripada harga jual di pasar domestik 
sendiri. 
                                                          
61 Sukarmi, op.cit., hlm. 45 
62 Ibid. 
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b. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari 
perbandingan harga tertinggi dengan ekspor dari negara 
ketiga. 
c. Harga jual di pasar internasional lebih rendah daripada 
jumlah biaya produksi, biaya penjualan, dan keuntungan. 
 
Selanjutnya pasal VI ini dijabarkan dalam Anti Dumping 
Agreement pada pasal 3. Penentuan kerugian (injury) dalam pasal VI 
GATT 1994 didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan 
pengujian efektif mengenai (a) volume produk impor harga dumping 
dan dampaknya terhadap harga-harga di pasar domestik untuk 
produk yang sejenis, dan (b) dampak impor tesebut terhadap 
produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.63 
Sehubungan dengan adanya volume impor dengan harga dumping, 
yang berwenang dalam hal penyelidikan akan mempertimbangkan 
apakah telah terjadi peningkatan yang berarti dari impor produk 
dumping tersebut, baik dalam nilai absolut maupun relatif terhadap 
produksi atau konsumsi di negara importir. Apabila akibat impor 
produk dumping itu berhubungan dengan harga-harga, yang 
berwenang akan mempertimbangkan apakah ada pemotongan harga 
yang berarti pada impor produk dumping dibandingkan dengan harga 
produk sejenis negara importir atau apakah akibat impor seperti itu 
                                                          
63 Article 3, ayat 1, Agreement on Implementation of Article VI  of The General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994 . 
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tidak akan menekan harga-harga pada tingkat yang berarti. Tidak 
ada satu atau beberapa faktor pun yang dapat memberikan 
kesimpulan atau petunjuk yang diperlukan.64 
Penentuan ancaman kerugian material akan didasarkan pada 
fakta-fakta dan bukan hanya pada tuduhan atau perkiraan. 
Perubahan keadaan yang akan menciptakan situasi sehingga 
dumping akan dapat menyebabkan kerugian. Hal itu harus diketahui 
dulu secara jelas. Dalam membuat penentuan mengenai adanya 
ancaman kerugian material, yang berwenang harus 
mempertimbangkan faktor-faktor berikut:65 
a. Laju kenaikan yang besar produk impor dengan harga 
dumping di pasar dalam negeri yang menunjukkan 
kemungkinan meningkatnya besar. 
b. Peningkatan yang berarti dalam kapasitas eksportir yang 
menunjukkan kemungkinan peningkatan yang berarti 
ekspor dengan harga dumping ke pasar anggota importir 
dengan mempertimbangkan kemampuan pasar-pasar 
ekspor lain menyerap setiap tambahan ekspor. 
c. Apakah impor dengan harga yang akan mempunyai akibat 
menekan atau menahan atas harga-harga dalam negeri, 
dan akan meningkatkan permintaan impor selanjutnya. 
d. Persediaan produk yang sedang dalam penyelidikan. 
                                                          
64 Ibid., ayat 2. 
65 Sukarmi, op.cit., hlm. 47, lihat Article 3 ayat 3 Anti Dumping Agreement. 
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GATT/WTO telah berperan penting dalam mewujudkan 
perdagangan yang sehat dan adil melalui regulasi-regulasinya. Oleh 
karena itu, secara prosedural GATT/WTO memberikan wewenang 
terhadap negara anggota untuk menerapkannya melalui instrumen 
nasionalnya. 
Prosedur dalam hal menentukan dampak atau kerugian (injury) 
yang juga hampir seluruh negara anggota mempunyai prosedur yang 
sama karena GATT/WTO telah mengaturnya secara jelas. 
Mengingat ada tiga (3) kriteria umum dumping dalam penyelidikan 
dugaan dumping dalam rangka pengenaan tindakan anti 
dumping/bea masuk anti dumping jika dugaan tersebut terbukti, 
berikut prosedur bagaimana menentukan dugaan dumping, 
kerugiannya (injury) dan hubungan sebab akibat (causal link).66 
 
a. Dugaan Dumping 
Dugaan dumping yaitu menghitung batas harga dumping 
(margin of dumping). Sebelumnya penulis telah menguraikan 
cara menghitung batas harga dumping. Namun, penulis 
mendapatkan tahap perhitungan yang lebih rinci/jelas setelah 
mengadakan penelitian. Perhitungan batas harga dumping 
                                                          
66 Komite Anti Dumping Indonesia, 2015, Formulir dan Panduan Permohonan 
Penyelidikan Pengenaan Tindakan  Anti Dumping, Kementerian Perdagangan, 
hlm. 5-8 
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untuk masing-masing negara yang diduga dumping sebagai 
berikut: 
1) Perhitungan Normal Value 
Perhitungan normal value dapat ditentukan dengan 2 
(dua) cara: 
a) Normal Value Berdasarkan Harga Dalam Negeri 
Agar diperoleh perhitungan marjin dumping 
yang benar, maka harga domestik harus pada 
tingkat perdagangan yang sama dengan harga 
ekspor dalam bentuk harga domestik eks-pabrik. 
Contoh Perhitungannya: 
- Harga Domestik (pada Juni 1998) US$ 80/MT 
- Biaya Transportasi  US$   5/MT 
- Biaya Handling US$   2/MT 
Harga domestik eks-pabrik US$ 73/MT 
 
Bukti harga domestik dapat berbentuk faktur, 
invoice, publikasi di media cetak. Bukti-bukti tersebut 
harus dilampirkan. Agar perhitungan dilakukan 
secara wajar (fair), maka ditetapkan harga jual 




b) Normal value Berdasarkan Constructed Value 
Apabila pemohon tidak memperoleh harga 
aktual di negara eksportir, maka normal value dapat 
ditentukan berdasarkan harga yang dikonstruksi 
(constructed value). Harga yang dikonstruksi dapat 
dihitung sebagai berikut, biaya produksi ditambah 
biaya-biaya pemasaran dan administrasi serta 
financing charges ditambah keuntungan (profit). 
Contoh perhitungan: 
 
Tabel 1. Perhitungan Normal Value Berdasarkan 
Constructed Value 
No. Jenis Biaya US$/MT 
1. Biaya bahan mentah 45 
2. Biaya pekerja langsung 10 
3. Biaya overhead pabrik 15 
 Total biaya produksi 70 
4. Biaya pemasaran dan administrasi 8 
5. Financing Charges 2 
 Jumlah biaya 80 
 Profit (5%) 4 
 Normal Value 84 
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2) Harga Ekspor 
Contoh perhitungan: 
- Harga ekspor CIF   US $ 85/MT 
- Sea Freight     US $ 20/MT 
- Island Freight     US $   2/MT 
Harga ekspor eks-pabrik   US $ 63/MT 
3) Marjin Dumping 
- Harga domestik eks-pabrik (sebutkan periode) US $ 73/MT 
- Harga ekspor eks-pabrik (sebutkan periode)  US $ 63/MT 
Margin  US $ 10/MT 
 
Margin Dumping (%) terhadap harga ekspor CIF adalah 
10/85 x 100% = 11.76% 
b. Kerugian (Injury) 
Dalam hal ini, pemohon (perusahaan) mengemukakan 
kerugian yang diderita oleh pemohon disebabkan oleh adanya 
barang impor yang diduga dumping, baik itu kerugian yang 
sudah terjadi maupun kerugian yag dianggap akan terjadi 
dalam waktu dekat. Informasi kerugian yang disampaikan 
adalah evaluasi terhadap faktor ekonomi yang terkait dengan 
kondisi industri dalam negeri, diukur dari 15 (lima belas) 
indikator kinerja perusahaan yaitu: 
44 
- Penjualan dalam negeri 
- Profit 
- Output/produksi 
- Utilisasi kapasitas 
- Pangsa pasar 
- Produktivitas 
- Return on Investment 
- Harga dalam negeri 
- Dampak dari marjin dumping 
- Arus kas (cash flow) 
- Persediaan 
- Upah kerja 
- Tenaga kerja 
- Pertumbuhan 
- Kemampuan meningkatkan modal dan investasi 
Pemohon diharapkan memberikan data selama periode 
tertentu (4 tahun berturut-turut) 15 (lima belas) kinerja pemohon 
tersebut diatas. 
Data yang disampaikan yang menerangkan adanya 
kerugian dari pemohon harus dinyatakan secara tegas. 
Kerugian dapat dilihat dari kinerja perusahaan selama tiga 
tahun antara lain menyangkut kinerja penjualan, utilisasi 
kapasitas, profit, persediaan, pangsa pasar dan sebagainya. 
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Pemohon diharapkan dapat menyediakan data tiga tahun 
sebelumnya dan data tahun sekarang. Data tahun sekarang 
(periode investigasi) dapat diberikan berdasarkan kuartal dan 
apabila memungkinkan dapat dalam bentuk data bulanan 
sampai dengan bulan terakhir. Diharapkan dapat menguraikan 
masing-masing 15 indikator kerja pemohon selama 3 tahun 
termasuk faktor penyebabnya baik oleh barang dumping 
maupun oleh faktor lainnya. Kebenaran dari fakta-fakta tersebut 
harus dapat diverifikasi oleh otoritas anti dumping negara 
importir. Pemberian informasi yang salah dapat menyebabkan 
permohonan ditolak.67 
c. Hubungan Kausal Antara Dumping dan Kerugian 
Pemohon harus memberikan ringkasan bahwa barang 
yang diduga dumping telah menyebabkan kerugian pada 
industri dalam negeri. Hubungan sebab akibat dihubungkan 
dengan efek volume dan efek harga. Efek volume diukur 
dengan terjadinya peningkatan impor dari negara-negara 
tertuduh pada periode investigasi dibandingkan 3 tahun 
sebelumnya baik secara absolut maupun relatif. Efek harga 
terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Price Undercutting, Price 
Depression dan Price Suppression. Terjadinya Price 
                                                          
67 Komite Anti Dumping Indonesia, 2015, Formulir dan Panduan Permohonan 
Penyelidikan Pengenaan Tindakan  Anti Dumping, Kementerian Perdagangan, 
hlm. 17 
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Undercutting, Price Depression dan Price Suppression 
menunjukkan terjadinya kerugian industri dalam negeri yang 
disebabkan barang impor dumping. 
1) Efek Volume (Volume Effect) 
a) Secara Absolut 
Pemohon harus memberikan data volume impor 
dalam bentuk angka selama 3 tahun untuk masing-
masing negara yang diduga dumping dan total 
impor. Dengan adanya data tersebut akan dapat 
disimpulkan besarnya peningkatan impor selama 3 
tahun terakhir. 
b) Secara Relatif 
Pemohon harus menghitung besarnya pangsa 
pasar dalam bentuk persentase masing-masing 
negara yang dituduh dumping dan negara-negara 
lain yang tidak dumping selama 3 tahun terakhir. 
Selain itu, juga dihitung pangsa pasar pemohon dan 
produsen dalam negeri lainnya. 
2) Efek Harga (Price Effect) 
a) Price Undercutting 
Pemohon harus menyampaikan data harga 
penjualan domestik (yang ada dalam daftar harga 
atau harga riil) dan harga impor yang telah 
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disesuaikan pada tingkat konsumen yaitu harga 
impor CIF ditambah bea masuk, biaya pengangkutan 
internal dan keuntungan importir yang wajar. Dari 
perkembangan harga tersebut dapat dihitung berapa 
besar harga impor berada di bawah harga jual 
Pemohon, dengan kata lain berapa persen harga 
impor memotong (undercutting) harga Pemohon 
pada periode investigasi. 
b) Price Depression 
Price depression menggambarkan bahwa 
harga jual industri dalam negeri tertekan akibat 
harga impor yang menurun. 
c) Price Suppression  
Price Suppression dapat digambarkan dengan 
menunjukkan data bahwa Pemohon tidak dapat lagi 
menaikkan harganya untuk menutupi peningkatan 
biaya produksi akibat adanya barang dumping.  
 
2. Akibat yang Ditimbulkan Terhadap Dampak Dari Praktik 
Dumping Bagi Negara Importir 
Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa 
tolak ukur, antara lain sebagai berikut:68  
                                                          
68 Yulianto Syahyu, op.cit., hlm. 49 
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a. Tingkat Produksi (level of output)  
Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga 
mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah 
harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam pasar yang 
diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai 
dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan 
meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), 
maka total output akan cenderung sama dengan output pada 
situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, ada 
kemungkinan bagi kaum monopolis untuk menggunakan 
strategi diskriminasi harga untuk mengurangi output di salah 
satu pasar. Karena itu, tidak ada teori umum dan pasti tentang 
implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Bagi 
negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan 
internasional cenderung mengurangi hasil produlksi dari 
produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil 
produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut dianalisis secara 
khusus dan karena itu dumping tidak berbeda dari impor 
dengan harga rendah lainnya.  
 
b. Penyebaran Pendapatan (income distribution)  
Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produsen 
barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik 
49 
dumping ini. Karena itu, para pemegang saham akan 
kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan 
kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi lain, 
barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung 
meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan dari para 
konsumen. 
 
c. Dampak Terhadap Proses Kompetisi Dalam Perdagangan 
Internasional (effects on the competitive process in 
internasional trade).  
Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses 
kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah 
diskiriminasi harga ini terjadi secara horisontal atau vertikal. 
Dampak tersebut antara lain adalah berikut ini: 
1) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi 
dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, 
maka diskriminasi harga akan berpihak kepada 
persaingan.  
2) Jika diskriminasi harga membantu proses 
pengrusakan kartel internasional, maka diskriminasi 
harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara 
importir dan juga negara eksportir.  
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3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya 
praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari 
adanya kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi 
harga bisa juga menjadi anti kompetitif.  
Diskriminasi harga horisontal adalah diskriminasi terhadap 
pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana 
penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga 
secara horisontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di 
negara importir. 
Dalam perdagangan internasional, dumping tampaknya 
menguntungkan bagi industri hilir di negara importir. Adanya 
produk impor dengan harga rendah (pada umumnya yang 
berbentuk bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi 
industri dalam negeri yang menggunakannya. 
 
B. Upaya Penanggulangan yang Dapat Dilakukan Oleh Negara 
Importir Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping 
1. Penanggulangan Dampak Dari Praktik Dumping Menurut 
GATT/WTO 
Terhadap praktik dumping, WTO memperkenankan anggotanya 
untuk melakukan tindakan anti dumping atau dapat dikatakan 
sebagai sanksi berupa pemberlakuan Anti-Dumping Duties atau Bea 
Masuk Anti-Dumping (BMAD). Tindakan anti dumping diperkenankan 
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oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik 
dagang yang tidak sehat (unfair trade pratices) yang dilakukan oleh 
eksportir/produsen (praktik dumping) atas produk atau barang yang 
sejenis yang diproduksi oleh industri dalam negeri dan 
mengakibatkan kerugian. 
Pasal 9  Anti-dumping Agreement (ADA) mengatur mengenai 
pengenaan BMAD. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tata cara 
penentuan besaran BMAD, diantaranya, badan yang berwenang 
menentukan besaran BMAD. BMAD ditentukan tidak melebih marjin 
dumping berdasarkan pasal 2. 
 
2. Praktik Negara-negara Dalam Menanggulangi Praktik Dumping 
a. Amerika Serikat 
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang 
sudah sejak dulu mempunyai hukum nasional yang mengatur 
tentang anti dumping. Dalam sejarah, Amerika Serikat 
merupakan salah satu negara yang paling sering menggunakan 
peraturan anti dumping untuk kepentingan industri 
domestiknya.  
Peraturan dasar tentang anti dumping di Amerika Serikat 
terdapat dalam Tariff Act 1930 dan Title 19 United States Code 
(US Code) Section 1673 sampai dengan Section 1677k. 
Peraturan ini merupakan penerus dari peraturan yang sama 
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yang dikeluarkan pada tahun 1921 dan berlaku sampai dengan 
pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Title 1 of the 1979 
Law yang merupakan implementasi dari Antidumping Code 
(1979) yang dimana Amerika Serikat ikut sebagai pihak. Selain 
peraturan itu, Amerika Serikat juga memiliki beberapa peraturan 
lain yang berkaitan dengan anti dumping, misalnya 
Antidumping Act 1916 yang memungkinkan gugatan ganti rugi 
perdata terhadap pihak yang melakukan dumping dan Title 28 
US Code yang mengatur mengenai masalah banding terhadap 
keputusan anti dumping.69  
Undang-undang anti dumping Amerika Serikat sifatnya 
agak kompleks, baik dilihat dari segi prosedur maupun isinya. 
Kompleksnya undang-undang ini telah membuat proses 
penanganan masalah anti dumping Amerika Serikat yang 
sifatnya khusus ini sangat mahal. Pengacara-pengacara 
Amerika Serikat dan kadang-kadang para ahli ekonomi dan 
akuntan harus bekerja keras untuk membela kepentingan para 
eksportir. Terdapat dua lembaga pemerintah Amerika Serikat 
yang paling berwenang dalam melaksanakan Undang-undang 
anti dumping Amerika Serikat, yaitu U.S. International Trade 
Commission (ITC) yang dipimpin oleh seorang kabinet dan U.S. 
Department of Commerce (DOC) yang merupakan suatu badan 
                                                          
69 A. Setiadi, 2001,  Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta: 
S&R Legal Co, hlm. 7   
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pemerintah pusat (Federal) yang sifatnya independen yang 
anggotanya diangkat oleh Presiden, tetapi tidak berada di 
bawah pengawasan Presiden.70 DOC bertugas untuk meneliti 
dan menetapkan apakah ada dumping dan ITC bertugas untuk 
meneliti dan menetapkan apakah telah terjadi suatu kerugian.71 
Penyelidikan praktik dumping di Amerika Serikat dilakukan 
apabila perintah untuk melakukan penyelidikan anti dumping 
dikeluarkan yang harganya lebih rendah daripada harga di 
pasaran negara ketiga, maka kunci penentu dalam melakukan 
proses anti dumping tersebut adalah melakukan perhitungan 
dan perbandingan antara harga di Amerika Serikat tersebut 
dengan harga pasaran di negara ketiga. Secara khusus, harga 
invoice dibuat sebagai suatu langkah pertama. Setelah itu, 
diadakan berbagai penyesuaian untuk mendapatkan harga eks 
pabrik yang kemudian akan dibandingkan dengan harga ekspor 
dan harga barang yang serupa yang dijual di pasar dalam 
negeri (negara eksportir).  
Terdapat tiga tahap yang berbeda dalam proses 
penanganan kasus anti dumping Amerika Serikat yaitu sebagai 
berikut: 
                                                          
70 Catherine DeFilippo, 2015, Antidumping and Countervailing Duty Handbook 
Fourteenth Edition, Washington DC: United State International Trade 
Commission, hlm. i 
71 Sukarmi, op.cit., hlm. 70 
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1) Investigasi awal, yang menentukan apakah ada atau 
tidak suatu tindakan dumping yang akan dilakukan. 
2) Prosedur tinjauan tahunan, terhadap mana dilakukan 
penetapan jumlah bea anti dumping yang secara 
nyata dipungut. 
3) Prosedur yang mengatur pencabutan, dengan mana 
kasus-kasus berakhir. Sebagai tambahan, terdapat 
juga judicial review dari semua penetapan akhir dari 
kasus-kasus tersebut. 
Berdasarkan UU Amerika Serikat, suatu industri Amerika 
Serikat dapat mengajukan petisi kepada DOC. Hal itu dilakukan 
jika industri Amerika Serikat percaya bahwa produk tersebut 
mengandung unsur dumping dan mengakibatkan kerugian 
terhadap industri di Amerika Serikat. Ketika suatu investigasi 
dimulai, maka DOC mempunyai wewenang untuk menentukan 
seberapa jauh adanya dumping tersebut. ITC kemudian 
menentukan apakah industri di Amerika Serikat telah menderita 
kerugian.72 Adapun bagan urutan dan batas waktu tindakan 
untuk penyelidikan anti dumping diatur sesuai UU anti dumping 
Amerika Serikat sebagai berikut.73 
 
 
                                                          
72 Sukarmi, op.cit., hlm. 75-76 
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Jika penentuan akhir yang dibuat oleh DOC dan ITC 
sifatnya sudah kuat, maka perintah untuk menerapkan anti 
dumping akan dikeluarkan. Besarnya batas dumping yang 
ditemui dalam proses penentuan dumping tahap akhir yang 
dilakukan oleh DOC akan digunakan untuk menetapkan 
besarnya BMAD. Besarnya BMAD dibebankan kepada impor 
barang dagangan yang dibuat antara proses penentuan 
dumping tahap awal dan dalam proses penentuan kerugian 
tahap akhir dilaksanakan oleh ITC.74 
Berikut kasus impor dumping Certain Uncoated Paper 
yang diumumkan DOC pada tanggal 11 Januari 2016 sebagai 
keputusan akhir afirmatif (affirmative final determination) dalam 
penyelidikan BMAD, dimana permohonan awal diajukannya 
(petition filed) pada tanggal 21 januari 2015.75 
 
Tabel 2. Keputusan Akhir Afirmatif (Affirmative Final 
Determination) Penyelidikan BMAD oleh DOC Terhadap Impor 





Australia Paper Australia Pty. Ltd.** 222.46% 
                                                          
74 Sukarmi, op.cit., hlm. 79 
75 USA Department of Commerce, International Trade Administration: Fact Sheet 
http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-multiple-certain-
uncoated-paper-ad-cvd-final-011116.pdf Di akses pada tanggal 31 Januari 2016 
pukul 14.00 WITA 
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All Others 138.87% 
Brazil 
Suzano Papel e Celulose 
S.A. 
22.16% 
International Paper do Brasil 
Ltda. 
41.39% 
All Others 26.95% 
China 
Greenpoint Global Trading 
(Macao Commercial Offshore) 
Ltd. 
84.05% 
China-Wide Rate 149.00% 
Indonesia 
April Fine Paper Macao 
Commercial Offshore Limited/PT 
Anugerah Kertas Utama/PT Riau 
Andalan Kertas 
2.05% 
Great Champ Trading 
Limited 
17.39% 
Indah Kiat Pulp & Paper 
TBK/Pabrik Kertas Tjiwi 
Kimia/PT. Pindo Deli Pulp and 
Paper Mills 
17.39% 
All Others 2.05% 
Portugal Portucel S.A. 7.80% 
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All Others 7.80% 
Sumber: U.S. Department of Commerce, International Trade 




Sebagai negara maju dan sangat ketat dalam 
memproteksi industri dalam negerinya, Amerika Serikat secara 
teliti melakukan investigasi tersebut. Pada putusan akhir 
afirmatif ini, secara signifikan mengalami peningkatan terhadap 
marjin dumping. Sebelumnya, DOC mengeluarkan penentuan 
awal afirmatif (affirmative preliminary determinations) pada 
Agustus 2015.76 Peningkatan terhadap marjin dumping ini, 
dipengaruhi oleh data yang didapatkan DOC terhadap 
peningkatan yang signifikan terhadap volume impor dari tahun 
2012-2014. Setelah DOC mengeluarkan putusan akhir afirmatif 
ini, selanjutnya ITC akan mengeluarkan putusan akhir 
afirmatifnya dan keputusan pengenaan BMAD diputuskan oleh 
DOC dan ITC yang dijadwalkan akhir Februari 2016.77  
 
                                                          
76 U.S. Department of Commerce, International Trade Administration: Fact Sheet 
http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-multiple-uncoated-





b. Australia  
Australia juga merupakan salah satu negara yang 
memberlakukan ketentuan anti dumpingnya secara efektif 
untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga 
perekonomiannya. Hal ini terbukti dari banyaknya tuduhan 
dumping yang dilancarkan Australia terhadap negara lain 
termasuk Indonesia. Adapun regulasi mengenai bea masuk anti 
dumping dan bea masuk imbalan Australia yaitu, Customs Act 
1901 (khususnya Parts XVB dan XVC), Customs Tariff (Anti-
Dumping) Act 1975, Customs Tariff (Anti-Dumping) Regulation 
2013, Customs Administration Act 1985, dan Customs 
Regulation 1926,78 tentu saja dalam hal terdapat keragu-
raguan, pengadilan tetap akan mengacu pada ketentuan-
ketentuan GATT. Dalam Putaran Uruguay yang berakhir pada 
tanggal 15 Desember 1993, Australia juga menjadi salah satu 
penandatanganan perjanjian dalam putaran tersebut. 
Selanjutnya sehubungan dengan pembentukan WTO, Australia 
juga setuju untuk mengadakan perubahan-perubahan 
                                                          







eB6USBGl3qCUvg&sig2=aC1B8G7ZzO7TexK0ykbFIg Diakses pada tanggal 29 
Januari 2016 pukul 22.00 WITA 
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peraturan domestiknya untuk disesuaikan dengan ketentuan 
mengenai anti dumping dan countervailing measures yang 
disusun pada Putaran Uruguay. Salah satu perubahannya ialah 
otoritas anti dumping (Anti Dumping Authority/ADA) dan 
dikoordinasi oleh Pelayanan Bea Cukai Australia (Australian 
Customs Service/ACS). Australia telah mengajukan UU yang 
telah diperbaharui kepada Parlemen pada oktober 1994. Dari 
uraian di atas dapat dilihat bahwa  Australia  adalah negara 
yang sangat peduli akan masalah anti dumping ini. Hal ini 
terbukti dari ketentuan-ketentuan anti dumping yang mulai 
berlaku di negara itu sejak lama dan ditambah lagi dengan 
peraturan-peraturan mengenai anti dumping yang terus 
menerus direvisi dan diperbarui untuk disesuaikan dengan 
perkembangan terbaru yang dihasilkan dari perjanjian dan 
persetujuan perdagangan internasional. Ditinjau dari seringnya 
Australia menuduh eksportir negara lain dan dengan demikian 
menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Anti 
Dumpingnya, dapat kita asumsikan bahwa UU Anti Dumping 
Australia tersebut mempunyai ketentuan dan pasal yang rinci 
baik mengenai prosedur dan badan/instansi yang terkait dalam 
hal pengenaan bea anti dumping tersebut.79 
                                                          
79 Ratih Nawangsari, 1996, Urgensi Penyusunan Undang-undang Anti Dumping 
di Indonesia dalam menyambut Era Perdagangan Bebas (Suatu Analisis 
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Saat ini instansi yang memiliki wewenang dalam 
penanganan praktik dumping di Australia adalah Australian 
Customs and Border Protection Service, Anti Dumping 
Commission, dan Menteri Industri, Inovasi dan Sains (Minister 
for Industry, Innovation and Science).  Pada tahun 1988, Anti 
Dumping Authority (ADA) dibentuk namun dibubarkan pada 
tahun 1998. Sebelumnya nama lain dari Australian Customs 
and Border Protection Service ialah Australian Custom Service 
(ACS) yang dibentuk berdasarkan Custom Act tahun 1985, 
dengan tugas utama menangani masalah-masalah bea. 
Setelah diundangkannya Anti Dumping Act 1975 (revisi terbaru 
tahun 2015), juga menangani masalah investigasi di tingkat 
pendahuluan pada kasus tuduhan dumping setelah 
sebelumnya menerima keluhan dan selanjutnya melaksanakan 
pemungutan bea anti dumping yang dibebankan pada pihak 
yang terbukti melakukan dumping. Wewenang inilah yang 
digunakan ACS untuk membebankan bea masuk anti dumping 
dan bea masuk imbalan bila dalam pemeriksaan awal telah 
dapat dibuktikan bahwa kasus dumping atau impor bersubsidi 
benar-benar terjadi dan bahwa benar-benar timbul ancaman 
dan kerugian (Injury). Namun, pada tahun 2009, ACS telah 
dirombak menjadi Australian Customs and Border Protection 
                                                                                                                                                               
Undang-undang Anti Dumping Australia), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
hlm. 107 
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Service, tidak hanya nama melainkan juga tugas dan 
wewenang. Selain menangani masalah bea, Australian 
Customs and Border Protection Service juga menangani 
masalah barang ilegal atau berbahaya diperbatasan Australia.80 
Menteri Industri, Inovasi dan Sains memiliki kewenangan dalam 
membuat keputusan pengenaan BMAD. Sedangkan Anti 
Dumping Commission merupakan Komisi khusus yang baru 
dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Custom Amendement 
(Anti-Dumping Commission) Act 2013, section 269SMB.81 Pada 
tahun 2014, Komisi ini dipindahkan dari Australian Customs 
and Border Protection Service ke Departemen Perindustrian. 
Anti Dumping Commission menyelidiki dugaan dumping dan 
kerugiannya kemudian melaporkan ke Menteri.82 Komisi ini 
hanya terdiri dari satu orang yang disebut Commissioner.83  
                                                          
80 https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Customs_Service diakses pada tanggal 
28 Januari 2016 pukul 10.48 WITA 
81 Custom Amendement (Anti-Dumping Commission) Act 2013. 
https://www.comlaw.gov.au/Details/C2013A00032 Diakses pada tanggal 31 
Januari 2016 pukul 22.00 WITA 
82 http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/import-export/anti-dumping-
commission/Pages/default.aspx Diakses pada tanggal 31 Januari 2016 pukul 
22.00 WITA 







eB6USBGl3qCUvg&sig2=aC1B8G7ZzO7TexK0ykbFIg Diakses pada tanggal 29 
Januari 2016 pukul 22.00 WITA 
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Berikut pelaporan dari Commissioner tahap Penentuan 
Afirmatif Awal (Preliminary Affirmative Determination) terhadap 
tuduhan impor dumping Certain Polyvinyl Chloride (PVC) Flat 
Electric Cables dari Republik Rakyat Cina (RRC). Laporan ini 
dibuat pada tanggal 6 November 2014 berdasarkan Custom Act 
1901 subsection 269TD(4).84 
 
Tabel 3. Penentuan Afirmatif Awal (Preliminary Affirmative 
Determination) impor dumping Certain Polyvinyl Chloride (PVC) 






Guilin International Wire & Cable Group Co., Ltd 6,4% 
Guilin Xianglong Wire & Cable Co., Ltd 6,4% 
Guilin Feiling Wire & Cable Co., Ltd 6,4% 
Aoning Electric Cables Co., Ltd 6,4% 
Guangxi Machinery Import & Export Co., Ltd 6,4% 
Guilin Fortune Import & Export Trading Co., Ltd 6,4% 
Guilin Yuanhai Import & Export Trading Co., Ltd 6,4% 
                                                          




Interest-Link Co., Ltd 6,4% 
Dongguan Minxing Cables Co., Ltd (Dongguan) Negligible 
Uncooperative Exporters 10,3% 




Hasil penentuan BMAD sementara yang diputuskan oleh 
Anti-Dumping Commission tersebut, selanjutnya akan 
dilaporkan ke Menteri untuk keputusan akhir. Hanya satu 
produsen yang tidak dikenakan karena dugaan dumping yang 
dilakukan dapat diabaikan. 
c. Indonesia 
Indonesia dalam menanggulangi praktik dumping tidak 
seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah mengaturnya 
sebelum WTO berdiri. Indonesia baru memiliki peraturan 
tentang praktik dumping setelah menjadi anggota WTO melalui 
undang-undang No. 7 Tahun 1994.  
Pada awalnya ketentuan mengenai anti dumping di 
Indonesia diletakkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan yang tercantum dalam pasal 18 sampai pasal 20. 
Kemudian dibuatlah Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 34 
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Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk 
Imbalan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang selanjutnya diubah 
dengan UU No. 17 Tahun 2006. Melalui PP No. 34 Tahun 
1996, sebuah lembaga otoritas untuk mengurus masalah 
dumping didirikan. 
Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 
Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk 
Imbalan menyebutkan bahwa, untuk permasalahan yang 
berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang 
dumping dan barang mengandung subsidi, Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti 
Dumping Indonesia (KADI). KADI bertugas untuk melakukan 
penyelidikan dalam rangka tindakan anti dumping dan tindakan 
imbalan85 dan melakukan tugasnya secara independen.86 KADI 
diwajibkan untuk memperhatikan saran-saran dari tim pengarah 
yang terdiri dari Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.87 
Sedangkan yang memiliki tugas ketika Indonesia dituduh 
dumping ialah Direktorat Pengamanan Perdagangan, 
Kementerian Perdagangan.88 
                                                          
85 Pasal 1 angka 29 PP 34/2011. 
86 Pasal 97 angka 29 PP 34/2011. 
87 Pasal 5 Kepmenperindag No 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-
dumping Indonesia. 
88 Hasil wawancara dengan salah satu staf KADI pada tanggal 29 Januari 2016 
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PP No. 34 Tahun 1996 kemudian dicabut dan diganti 
menjadi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang 
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan 
Pengamanan Perdagangan.  
Dengan berlakunya PP No. 34 Tahun 2011 sebagai 
pengganti PP No. 34 Tahun 1996, tampaknya telah sesuai 
dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh ADA yang 
merupakan landasan utama dalam mengatur hukum anti 
dumping disetiap wilayah negara anggota WTO, karena 
beberapa pasal dalam PP No. 34 Tahun 1996 masih terdapat 
ketidaksesuaian dengan ADA. Namun, pada kenyataannya 
masih saja ada inkonsistensi terhadap PP No. 34 Tahun 2011. 
Pasal 13 ADA, memberikan kesempatan kepada produsen 
untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat pihak 
yang berwenang di peradilan untuk upaya hukum individual.89 
PP No. 34 Tahun 1996 pasal 35 menyatakan bahwa, lembaga 
banding untuk mengajukan keberatan ialah Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-
undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesian 
Sengketa Pajak. Namun kemudian dicabut, diganti dengan 
Peradilan Pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 
2002 tentang Peradilan Pajak. Akibatnya, tidak dapat 
                                                          
89 Lihat Pasal 13, Anti Dumping Agreement 
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memeriksa keberatan BMAD karena pengenaan BMAD 
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, sedangkan menurut 
kedua UU tersebut, pengadilan hanya menangani sengketa 
berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan pada tingkat 
Direktur Jenderal kebawah.   Kemudian PP No. 34 Tahun 2011 
pasal 99 menyatakan bahwa, keberatan terhadap penetapan 
pengenaan Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan, dan 
Tindakan Pengamanan, hanya dapat diajukan kepada Badan 
Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) pada WTO. 
Ketentuan tersebut tidak berusaha menyesuaikan dengan 
ketentuan yang digariskan oleh ADA, sekaligus juga 
menghilangkan hak-hak pencari keadilan. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa untuk beracara di WTO akan memakan waktu 
dan biaya yang cukup besar, dan lagi pula mungkin tidak 
semua negara mau mendukung industri dalam negerinya dalam 
mengajukan gugatan ke WTO atas pengenaan BMAD di 
negara lain.90 
Berbicara mengenai KADI, KADI telah melakukan 
tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang ada. Hal tersebut dinilai dari kinerja KADI dalam 
                                                          
90 Imam Kharisma Makkawaru, 2012, Implementasi Hukum Anti-dumping 
Indonesia sebagai Tindakan Pemulihan (Trade Remedies) dalam Kerangka 
Hukum Perdagangan Internasional, Tesis, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, hlm. 112 
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menangani kasus dumping mulai didirikannya hingga tahun 
2015. Seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut. 
1) Produk yang Dikenakan BMAD 























1. RRC: 30 
2. Ukraina: 
18-42 
3. Rusia:  
19-39 








1. India: 23 
2. Turki: 9-
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&Amoxycillin 
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19. H&I Section 
(besi baja 


















































24. Hot Rolled 
Plate (produk 
canai lantaian 



























































27. Baja lembaran 






























































































32. Sunset Review 






2)  Permohonan Penyelidikan Anti Dumping yang Dihentikan 
























3. Carbon Black 1. India 1997 Tidak 
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13. Ampicillin dan 
amoxcillin 
Trihydrate 













15. Hot Rolled 
Plate (produk 
canai lantaian 






















































3) Permohonan Penyelidikan Anti Dumping yang Masih dalam 
Proses 
Tabel 6. Permohonan Penyelidikan Anti Dumping yang 




























































1. Rep. Korea 













































































Sumber: Data diperoleh dari Komite Anti Dumping Indonesia pada 
tahun 2016 
 
Berdasarkan data tersebut, sekitar 53% kasus telah 
dikenakan BMAD, 30% kasus dihentikan penyelidikannya atau 
tidak dikenakan BMAD dan sekitar 17% yang masih dalam 
proses. Permohonan penyelidikan juga mengalami peningkatan 
tiap tahunnya. Hal ini didasari bahwa industri dalam negeri 
Indonesia semakin paham dan menyadari akan praktik 
dumping itu sendiri. Pengenaan BMAD terhadap negara 
eksportir pun dikenakan karena telah terbukti dumping dan 
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terdapat kerugian. Sedangkan jika tidak ditemukan kerugian, 
maka penyelidikan akan dihentikan. KADI sendiri memiliki 
beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu KADI 
menilai bahwa waktu 18 bulan yang diberikan masih singkat 
dan juga pemohon yang tidak koperatif dalam memberikan 
data. KADI juga secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai 
praktik dumping. Menurut KADI produk yang sering diduga 
sebagai impor dumping adalah baja. Sedangkan negara yang 
diduga sering melakukan praktik dumping adalah negara 
Republik Rakyat Cina, Taiwan dan Korea.91   
                                                          





1. Praktik dumping tidak selalu memberikan dampak bagi negara 
importir. Namun, praktik dumping yang memberikan dampak atau 
mengakibatkan kerugian (injury) merupakan praktik dagang yang 
tidak sehat (unfair trade practices). Dampak praktik dumping atau 
kerugian yang dimaksud berupa kerugian secara materil atau 
kerugian yang nyata. Kerugian tersebut ditandai dengan faktor-
faktor ekonomi dari perusahaan negara importir mengalami 
kerugian secara materil seperti, penjualan dalam negeri, profit, 
produksi, utilisasi kapasitas, pangsa pasar, produktivitas, return on 
Investment, harga dalam negeri, dampak dari marjin dumping, 
arus kas (cash flow), persediaan, upah kerja, tenaga kerja, 
pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal dan investasi dan 
sebagainya. Selanjutnya ialah hubungan causal link atau sebab 
akibat antara kerugian yang diderita dengan praktik dumping. 
Hubungan sebab akibat dihubungkan dengan efek volume dan 
efek harga. Hubungan sebab akibat ini sangat penting untuk 
menentukan apakah kerugian yang diderita karena dari praktik 
dumping atau miss-management. Untuk itu, pemohon harus 
koperatif dalam memberikan data. 
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2. Dalam rangka menciptakan perdagangan internasional yang adil, 
WTO telah berperan penting dalam mengatasi masalah praktik 
dumping. Melalui GATT 1947 khususnya pasal VI dan 
diimplementasikan melalui ADA 1994, penanggulangan terhadap 
praktik dumping ialah tindakan anti dumping dengan mengenakan 
BMAD terhadap eksportir. Dalam peraturan ini, negara anggota 
dapat membuat aturan nasional dan mendirikan suatu badan 
otoritas yang menyelidiki dugaan dumping agar sesuai dengan 
peraturan internasional.  
  
B. Saran 
1. Untuk mengetahui dugaan dumping, maka yang harus diketahui 
ialah marjin dumping. Didalam ADA 1994, telah dijelaskan 
bagaimana menghitung dumping tetapi tidak ada contoh 
perhitungannya. Sehingga, negara anggota menafsirkan sendiri 
cara perhitungan dari marjin dumping. Perhitungan marjin 
dumping sendiri sangat penting karena berkenaan dengan 
pengenaan BMAD. Jangan sampai pengenaan BMAD justru 
merugikan pihak tertentu dan juga bisa menguntungkan. Oleh 
karena itu, penulis menyarankan agar WTO memberikan contoh 
perhitungan yang riil agar setiap negara anggota menerapkannya 
dan tidak berbeda-berbeda dalam penafsirkan sehingga 
mendapatkan marjin dumping yang akurat.  
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2. Setiap negara berhak untuk melindungi perekonomian mereka 
melalui peraturan nasionalnya, apalagi masalah dumping akan 
terus berkembang seiring dengan adanya era perdagangan 
bebas. Peraturan yang dibuat baik peraturan internasional 
maupun nasional, dibuat untuk kepentingan bersama bukan untuk 
menguntungkan pihak tertentu. Demikian WTO sebagai organisasi 
perdagangan internasional dalam menangani masalah dumping 
sebagai sebuah praktik perdagangan yang tidak sehat. Oleh 
karena itu, diharapkan seluruh negara anggota memaksimalkan 
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